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•PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 
NOMOR 08 TAHUN 2008I • 

TENTANG
 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAt4
 
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2008
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 

BUPATI LAMPUNG SELATAN,
 

Menimbang : a.	 bahwa dengan adanya perubahan dan penggeseran berbagai kegiatan 
dengan mempertlatikan skala prioritas terlcait Kebijakan Umum 
Anggaran tahun 2008, maka memandang perlu melakukan perubahan 
terhadap APBD Kabupaten Iampung 5elatan tahun Anggaran 2008; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pacta huruf a 
tersebut di atas, untuk tertib admlnistrasl perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 
Anggaran 2008. 

Menglngat : 1.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang­
Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 
5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah lingllat II termasuk Kotapraja dalam Ungkungan 
Daerah lingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, 
Tambahan L.embaran NegaraRepubllk Indonesia Nomor 1821); 

2.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentarlg Pajak Bumi dan 
Bangunan (L.embaran NeQara Republik ~ndone5Ia Tahun 1985 Nomor 
68, Tambahan L.embaran Negara Repu'blik Indonesia Nornor 3312) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1994 tentang Perubahan atas Undang-Undatil Nomor 12 Tahun 1985 
tentang Pajak. Bumi dan Bangunan (Lemt*an Negara Republlk 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahah L.emb8ran Negara 
RepubllkIndonesia Nomor 3569); 

3.	 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pa)lk Daerah dan 
RetJibusi Daerah (Lernbaran Negara Republik I~..:;[~~ 1997 
Nomor 41, 5ebagalmana telah diubah dengan Undang-un_ny Nomor 
34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republlk 
Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan ~ 
Daerah (L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Hornor 
2'16), Tambahan L.embaran Negara RepubllkIndonesia Nomor 4G4t)); 

4.	 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea PeroIehan H3k 
atas Tanah dan Bangunan (L.embaran Negara RepublIk IndOnesIa 
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RepubIIk 
IndonesIa Nomor 3688); 

• 



.
• 5.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dart Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

6.	 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

7.	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

8.	 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

9.	 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang	 Sistem Perencanaan 
Pernbanqunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan	 Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 
Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

12. Undang-Undang	 Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang	 Pembinaan dan 
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negaran Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 4090); 

14. Peraturan	 Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi	 Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118 r 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 ); 



•
 

16. Peraturan	 Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 r Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), Sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun	 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502); 

18. Peraturan	 Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 49 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4503); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman	 Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

20. Peraturan	 Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4575); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4576); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang	 Hibah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

23. Peraturan	 Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140 r Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

24. Peraturan	 Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

25. Peraturan	 Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor I, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4); 
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26.	 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4614); 

27.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

28.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2008; 

29.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 
Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

30.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01 Tahun 2008 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2008. 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

dan 

BUPATI LAMPUNG SELATAN 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2008. 

r-'\ 

Pasal 1 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 
Anggaran 2008 dengan rincian sebagai berikut : 

1. Pendapatan 
a. Semula	 Rp 902.247.142.552,00 
b. Bertambah	 Rp. 78.406.320.692,00 

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	 Rp 980.653.463.244,00 

2. Belanja 
a. Semula	 Rp 898.718.183.946,90 
b. Bertambah	 Rp 76.481.768.952,73 

Jumlah Belanja setelah Perubahan	 Rp 975.199.952.899,63 

Surplusj(Defisit) setelah Perubahan Rp. 5.453.510.344,37 
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3. Pembiayaan 
a.	 Penerimaan
 

1) Semula Rp 9.750.000.000,00
 
2) Ber1wrang Rp. 1.744.801.739,37
 

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	 Rp. 8.005.198.260,63 

b. Pengeluaran 
1) Semula Rp. 13.278.958.605,10
 
2) Bertambah Rp. 179.749.999,90
 

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 13.458.708.605,00 
Jumlah Pembiayaan nettosetelah Perubahan Rp. (5.453.510.344,37) 
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 

Pasal2 

(1)	 Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasall terdiri dari 

a. Pendapatan asli daerah
 
1) Semula Rp.24.867.430.800,OO
 
2) Bertambah Rp. 25.503.125.102,00
 

Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp. 50.370.555.902,00 

b. Dana perimbangan
 
1) Semula Rp.801.199.465.752,OO
 
2) Iler1:ambah Rp. 36.959.827.590,00
 

Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan Rp.838.159.293.342,00 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
 
1) Semula Rp. 76.180.246.000,00
 
2) Bertambah Rp. 15.943.368.000,00
 

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yg sah setelah Perubahan Rp. 92.123.614.000,00 

(2)	 Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hUruf a terdiri dart jenis 
Pendapatan : 

a.	 Pajak daerah
 
1) Semula Rp. 9A75.000.000,00
 
2) Bertambah Rp. 2.550.000.000,00
 

Jumlah pajak daerah setelah Perubahan	 Rp. 12.025.000.000,00 

b.	 Retribusi daerah
 

1) Semula Rp. 8.347.500.000,00
 
2) Bertambah Rp. 2.765.500.000,00 

Jumlah Retribusi setelah Perubahan Rp. 11.113.000.000,00 



c.	 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

1) 5emula Rp. 2.167.500.000,00
 
2) Bertambah Rp. 2.965.125.102,00
 

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 
dipisahkan setelah Perubahan Rp. 5.132.625.102,00 

d.	 Lain-lain pendapatm asli daerah yang sah 

1) 5emula Rp. 4.877.430.800,00
 
2) Bertambah Rp. 17.222.500.000,00
 

Jumlah lain-lain pendapatln asli daerah yang sah 
Setelah Perubahan Rp. 22.099.930.800,00 

(3)	 Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 
Pendapatln : 

a. Dana bagi hasil
 
1) Semula Rp. 65.336.815.752,00
 
2) Bertambah Rp. 36.959.827.590,00
 

Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan	 Rp.102.296.643.342,00 

b.	 Dana alokasi umum
 
1) 5emula Rp. 658.043.650.000,00
 
2) Bertambah/(berkurang)
 Rp._-----

Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan Rp. 658.043.650.000,00 

c.	 Dana alokasi khusus
 
1) 5emula Rp. 77.819.000.000,00
 
2) Bertambah/(berkurang)
 Rp._----

Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan Rp. 77.819.000.000,00 

(4)	 lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
Terdiri dari jenis pendapatan 

a.	 Pendapatan Hibah
 
1) 5emula Rp. 300.000.000,00
 
2) Bertambah Rp. 4.200.000.000,00
 

Jumlah Pendapatan Hlbah setelah Perubahan Rp. 4.500.000.000,00 

b.	 Dana penyesuaian dan otonomi khusus
 
1) 5emula Rp.
 
2) Bertambah{(berkurang) Rp. 5.743.368.000,00
 

Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus 
Setelah Perubahan Rp. 5.743.368.000,00 



c.	 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemenntah Daerah Lainnya
 
1) 5emula Rp. 100.000.000,00
 
2) Bertambah Rp.
 

Jumlah bantuan keuangan dari I'ropinsi atau Pemerintah 
Daerah Lainnya setelah PenJbahan Rp. 100.000.000,00 

d. Dana Bagi Hasil Pajak 
1) 5emula Rp. 75.780.246.000,00
 
2) Bertambah Rp. 6.000.000.000,00
 

Jumlah pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp. 81.780.246.000,00 

Pasal3 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksiJd dalam pasal1 terdin dan 
a.	 Belanja Tldak Langsung 

1) 5emula Rp. 540.704.301.746,90
 
2) Bertambah Rp. 50.440.326.887,73
 

Jumlah belanja tidak Iangsung seteJah PenJbahan Rp.591.144.628.634,63 

b.	 Belanja Langsung
 
1) Semula Rp. 358.013.882.200,00
 
2) Bertambah Rp. 26.041.442.065,00
 

Jumlah belanja Iangsung setelah Perubahan	 Rp.384.055.324.265,00 

(2) Belanja t1dak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdlrl dan jerlis 
Belanja : 

a.	 Belanja Pegawai sejumlah
 
1) Semula Rp.419.428.766.808,06
 
2) Bertambah Rp. 42.182.770.803,45
 

Jumlah betanja pegawai setelah Perubahan	 Rp.461.611.537.611,51 

b.	 Belanja Subsidi
 
1) Semula Rp. 100.000.000,00
 
2) Bertambah Rp.
 

Jumlah belanja SUbsidi setelah PenJbahan	 Rp. 100.000.000,00 

c.	 Belanja hibah
 
1) Semula Rp. 55.767.380.000,00
 
2) Bertambah Rp. 220.600.000,00
 

Jumlah betanja hibah setelah Perubahan	 Rp. 55.987.980.000,00 

d.	 Belanja bantuan sosial
 
1) Semula Rp. 29.053.658.354,00
 
2) Bertambah Rp. 12.000.000.000,00
 

Jumlah bantuan sosial setelah Perubahan	 Rp. 41.053.658.354,00 



e.	 Belanja bantuan keuangan 

1) 5emula Rp. 35.684.229.000,00 
2) Berkurang Rp. (3.700.000.000,00) 

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah PenJbahan Rp. 31.984.229.000,00 

f.	 Be1anja tidak terduga
 
1) 5emula Rp. 670.267.584.,84
 
2) Bertambah Rp. (263.043.915,72)
 

Jumlah belanja tlclak terduga setelah PenJbahan Rp. 407.223.669,12 

(3)	 Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdlri dari jenis 
Be1anja : 

a. Belanja Pegawai
 
1) 5emula Rp. 59.695.026.285,00
 
2) Bertambah Rp. 434.412.915,00
 

Jumlah belanja Pegawai setelah PenJbahan	 Rp. 60.129.439.200,00 

b. Belanja barang dan jasa
 
1) Semula Rp.l09.168.063.941,OO
 
2) Bertambah Rp. 12.359.889.599,00
 

Jumlah belanja berang dan jasa setelah PenJbahan Rp.121.527.953.540,00 

c. Be1anja Modal
 
1) 5emula Rp.189.150.791.974,00
 
2) Bertambah Rp. 13.247.139.551,00
 

Jumlah belanja modal setelah Perubahan	 Rp.202.397.931.525,00 

Pasal4 

(1)	 Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasall terdiri dari 
a. Penerimaan :
 

1) Semula Rp. 9.750.000.000,00
 
2)	 Berkurang Rp. (1.744.801.739,37) 

Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp. 8.005.198.260,63 

b. Pengeluaran :
 
1) 5emula Rp. 13.278.958.605,10
 
2) Bertambah Rp. 179.749.999,90
 

Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	 Rp. 13.458.708.605,00 



(2)	 Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tediri dar! jenis
 
Pembiayaan :
 

a.	 SiLPA l:ahun anggaran sebelumnya :
 
1) Semula Rp. 9.750.000.000,00
 
2) Berkurang Rp. (1.999.801.739,37)
 

Jumlah SiLPA l:ahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan Rp. 7.750.198.260,63 

b.	 Penerimaan kembali pemberian pinjaman :
 
1) Semula Rp.
 
2) Bertambah Rp. 255.000.000,00
 

Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman 
5eteIah Perubahan Rp. 255.000.000,00 

(3)	 Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tediri dari jenis
 
Pembiayaan :
 

a. Penyertaan modal (investasl) pemerinl:ah daerah : 

1) Semula	 Rp. 3.000.000.000,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 

Jumlah penyertaan modal daerah setelah Perubahan Rp. 3.000.000.000,00 

b. Pembayaran pokok Hutang :
 
1) Semula Rp. 10.153.958.605,10
 
2) Bertambah/(berkurang) Rp 179.749.999,90
 

Jumlah pembayaran pokok utang setelah Perubahan Rp. 10.333.708.605,00 

c.	 Pemberian pinjaman daerah :
 
1) Semula Rp. 125.000.000,00
 
2) Bertambah/(berkurang) Rp.
 

Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan Rp. 125.000.000,00 

PasalS 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapal:an dan Belanja Daerah Kabupaten lampung 
5elatan Tahun Anggaran 2008 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lamplran 
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dar; peraturan daerah ini, terdirl dari: 

1.	 lamplran I Ringkasan perubahan APBD; 

2.	 lampiran II Ringkasan perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan 

Organisasi SKPD; 

3.	 lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerinl:ahan daerah, 

organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan; 

4.	 lampiran IV Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, 

organisasi SKPD, program dan kegiatan; 



5.	 Lampiran V Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan 

keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka 

pengelolaan keuangan daerah; 

-6. Lampiran VI	 Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; 

7.	 Lampiran VII Laporan keuangan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan 

peraturan daerah; 

8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum 

Diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; 

9 Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah, 

Pasal6 

Penjabaran tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan Tahun Anggaran 2008 yang merupakan Landasan Operasional Pelaksanaan, akan diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

Pasal7 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

Ditetapkan di Kalianda 
pada tanggal II o~tober 2008 

BUPAll LAMPUNG SELATAN, 

WENDY MELFA 
Diundangkan di Kalianda 
pada tanggal 12 OHobl1f 2008 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, 

()h ----­
RUSDI MALIKI 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 
TAHUN 2008 NOMOR DB 


